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Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 193 /PMK.07/2018 tentang Pengelolaan

Dana Desa, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung



Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 225);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50jPMK07/2017

tentang Pengelolaan Transfer ke Desa dan Dana Desa

- --- --------



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017

tentang Pengelolaan Transfer ke Desa dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1341);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2018 Nomor 69);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR

69 TAHUN 2018 TENTANGTATACARA PEMBAGIANDAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN

ANGGARAN2019.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2018 ten tang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 (Berita

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Nomor 69), diu bah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) diubah sehingga berbunyi

sebagai beriku t :

Pasal9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah

bukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa

diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran

telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan

sebagai beriku t :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling

lamb at minggu ketiga bulan Juni sebesar 200/0(dua

puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat

minggu keempat bulan Juni sebesar 400/0 (empat

puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%

(empat puluh persen).



(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I

dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan

Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDTahap II

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

tahun anggaran sebelumnyadari KepalaDesa.
(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUDke RKDtahap III

dilaksanakan setelah Bupati menerima :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II:dan

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(7)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), menunjukan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan rata-rata capaian outputmenunjukkan
paling sedikit sebesar 50%(limapuluh persen).

(8)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6)dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian output dari seluruh kegiatan.

(9)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat

(6)dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan, dan capaian output.

(10)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data,
KepalaDesa dapat memutakhirkan tabel referensi data

dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

kementeriarr/Iembagaterkait.

2. Di antara ayat (1)dan ayat (2) Pasa110 disisipkan 2 (dua)
ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb) sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut :



Pasa110

(1)Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan

dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah.

(1a) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

membiayai pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)berupa :

a. kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang

berdampak langsung pada meningkatnya

kualitas hidup masyarakat, meliputi :

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan

dan pemeliharaan sarana prasarana dasar

untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan

pemukiman, transportasi,

informatika dan komunikasi;

energi dan

2. pengadaan, pembangunan, pengembangan

dan pemeliharaan sarana prasarana

pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan

kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan

dan kebudayaan;

3. pengadaan, pembangunan, pengembangan

dan pemeliharaan saran a prasarana ekonomi

masyarakat desa meliputi usaha pertanian

untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi

pertanian berskala produktif, usaha ekonomi

non pertanian berskala produktif meliputi

aspek produksi, distribusi dan pemasaran

yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa

dan/ atau produk unggulan kawasan

perdesaan.



4. pengadaan, pembangunan, pengembangan

dan pemeliharaan saran a prasarana

lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan

kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan

konflik sosial, penanganan bencana alam dan

bencana sosial serta pelestarian lingkungan

hidup.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan infrastruktur dan sarana

prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan melalui

musyawarah Desa;

c. peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa

yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi

masyarakat serta pencegahan anak kerdil

(stunting), meliputi :

1. penyediaan air bersih dan sanitasi;

2. pemberian makanan tambahan dan bergizi

untuk balita;

3. pelatihan pemantauan perkembangan

kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

4. bantuan posyandu untuk mendukung

kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu

hamil atau ibu menyusui;

5. pengembangan apotik hidup desa dan produk

hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi

ibu hamil atau ibu menyusui;

6. pengembangan ketahanan pangan di Desa;

7. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa

diutamakan membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk

menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan,



meningkatkan pendapatan ekonomi bagi

keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan

asli Desa, program dan kegiatannya meliputi :

1.bidang kegiatan produk unggulan Desa

dan/ atau produk unggulan kawasan

perdesaan;

2. BUMDesa danj'atau BUMDesa Bersama;

3. embung/penampungan air kecil;

4. pembangunan sarana olahraga Desa sesuai

dengan kewenangan Desa yang merupakan

unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau

BUMDesa Bersama.

e. Penanggulangan kemiskinan di Desa,

diutamakan membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan padat karya tunai untuk

menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat

Desa yang menganggur, setengah menganggur,

keluarga miskin dan stunting.

(1b) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

membiayai pemberdayaan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang

dilaksanakan di Desa setempat;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembangan ketahanan keluarga;

e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi

Desa melalui pengembangan kapasitas dan

pengadaan aplikasi perangkat lunak (software)

dan perangkat keras (hardware) computer untuk

pendataan dan penyebaran informasi

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa yang dikelola secara pribadi;



f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan

perempuan dan anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota masyarakat

Desa penyandang disabilitas;

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana

alam dan konfliksosial serta penanganannya;

1. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha

ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa
dan/atau BUMDesaBersama;

j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh
kelompok masyarakat, koperasi darr/atau
lembagaekonomimasyarakat Desa lainnya;

k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk
kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

1. penerapan teknologi tepat guna untuk
pendayagunaan sumberdaya alam dan

peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif;

m.pengembangan kerja sarna antar Desa dan kerja
sarna Desa dengan pihak Ketiga;dan

n. kegiatan pemberdasyaan masyarakat Desa

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan melaluimusyawarah Desa.

(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3)Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan
DesamengenaiAPBDesa.

--- ----- -----------------------



3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1

(satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal13

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap
tahap penyaluran kepada Bupati.

(2)Laporanrealisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
output tahun anggaran sebelumnya;

b.laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya;dan

c.laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
output tahap II.

(3)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran betjalan.

(4)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling
lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran betjalan.

(5)Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output

setelah batas waktu penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran

capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya
dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

(6)Bupati dapat mendorong proses percepatan

penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
berkoordinasidengan KepalaDesa.



4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal14

(1)Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (4)dan ayat (5);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya lebih dari 300/0 (tiga puluh persen);

danfatau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat

pengawas fungsional di daerah.

(2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap

penyaluran dana Desa tahap II tahun anggaran

berjalan sebesar sisa dana Desa di RKD tahun

anggaran sebelumnya.

(3)Dalam hal sisa dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya lebih besar dari jumlah dana Desa yang

akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana Desa

tahap II tidak dilakukan.

(4)Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni

tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di RKDtahun

anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga

puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat

disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5)Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

kepada Kepala KPPNselaku KPAPenyaluran DAKFisik

dan Dana Desa.

(6)Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan

kembali pada tahun anggaran berikutnya.



(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional

di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi

penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan

Dana Desa.

~LAH DITELITI KEBENARANNYA
~ •bagHukumDan Ptnmdang •Va.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
MOHD. IDlRIS, SH.,MH

Pembfna TK I (IV/bl
l~iP. 19700323 21102121 004 Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

_-----~~~~~~~rita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

NIP.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal ~e ~ IAHi 2019

(~U~ANJU JABUNG TIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak

pad a tanggal 18 c--j titt 1 2019

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

NOMOR ~1


